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Abstrak  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam 
praktik demokrasi di daerah otonomi khusus, sekaligus menguji peran kelembagaan Majelis Rakyat 
Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini bertujuan menganalisis 
peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur serta 
menilai kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi pada lembaga terkait, yaitu MRP Papua Barat Daya, Komisi 
Pemilihan Umum Papua Barat Daya, serta perwakilan lembaga adat dan tokoh masyarakat di wilayah 
Papua Barat Daya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Majelis Rakyat Papua Barat Daya telah menjalankan peran substantif dalam melindungi hak 
politik OAP melalui penyaluran aspirasi masyarakat adat, verifikasi status OAP calon kepala daerah, serta 
pemberian pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pencalonan gubernur. Namun demikian, 
penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan implementatif kewenangan MRP karena 
rekomendasi yang dikeluarkan belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi penyelenggara 
pemilu. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara legitimasi kultural berbasis Otonomi Khusus 
dan legitimasi prosedural berbasis regulasi kepemiluan, yang berdampak pada konflik sosial-politik 
selama tahapan Pilgub 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmonisasi regulasi dan 
koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak politik OAP berjalan seiring 
dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi khusus. 
Kata kunci: Majelis Rakyat Papua; Pemilihan Gubernur; Otonomi Khusus Papua; Masyarakat Adat; 
Papua Barat Daya 
 

Abstract  
The 2024 West Papua Governor Election is a significant moment in the practice of democracy in the 
special autonomous region, while also testing the institutional role of the Papuan People's Assembly as a 
cultural representation of the Indigenous Papuans (OAP). This research aims to analyse the role of the 
West Papua Regional People's Assembly in supporting the organisation of gubernatorial elections and to 
assess its compliance with the mandate of the Papua Special Autonomy Law. The research uses a 
qualitative approach with a case study design. Data was collected through in-depth interviews, 
observations, and documentation at relevant institutions, namely the West Papua MRP, the West Papua 
General Election Commission, and representatives of indigenous institutions and community leaders in the 
West Papua region. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, 
and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure data validity. The research findings 
indicate that the West Papua Regional People's Assembly has played a substantive role in protecting the 
political rights of OAP by channelling the aspirations of indigenous communities, verifying the status of 
OAP candidates for regional head, and providing input and recommendations in the governor nomination 
process. However, this research also found limitations in the implementation of the MRP's authority 
because the recommendations issued do not have legally binding consequences for election organisers. 
This condition creates tension between cultural legitimacy based on Special Autonomy and procedural 
legitimacy based on election regulations, which impacts socio-political conflict during the 2024 
gubernatorial election stage. This research concludes that strengthening regulatory harmonisation and 
inter-agency coordination is key to ensuring the protection of OAP political rights runs in tandem with legal 
certainty in the conduct of elections in special autonomous regions. 
Key words: Papua People's Assembly; Governor Election; Special Autonomy for Papua; Indigenous 
Communities; Southwest Papua 
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PENDAHULUAN  
Otonomi Khusus Papua memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hak-

hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga 
representasi kultural. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, khususnya Pasal 
20, MRP memiliki tugas dan wewenang strategis, antara lain memberikan pertimbangan dan 
persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRP, 
rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus), serta berbagai kebijakan dan kerja sama 
pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak OAP. Selain itu, MRP juga berperan 
menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan perempuan 
Papua, serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam isu-isu yang 
menyangkut kepentingan OAP. 

Dalam pelaksanaannya di Provinsi Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya 
beroperasi sebagai lembaga Otsus yang anggotanya terdiri dari wakil adat, agama, dan 
perempuan OAP dengan masa keanggotaan lima tahun. Wilayah administrasi Papua Barat 
Daya yang meliputi lima kabupaten dan satu kota menjadikan peran MRP penting dalam 
memastikan pemerataan dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses 
pemilihan gubernur sebagai agenda demokrasi strategis daerah otonomi baru. 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, yang 
merupakan pilkada pertama di provinsi ini, memperlihatkan dinamika sosial-politik yang 
kompleks. Proses tersebut diwarnai konflik dan penolakan terhadap salah satu pasangan calon 
yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai OAP, sehingga memicu ketegangan sosial, aksi 
protes, dan sengketa hukum. Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam memberikan 
pertimbangan dan persetujuan calon kepala daerah menjadi titik sentral perdebatan, baik dari 
aspek hukum Otsus maupun dari perspektif legitimasi politik dan hak kesulungan OAP. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji peran Majelis 
Rakyat Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua 
Barat Daya Tahun 2024, serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP 
dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kajian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi akademik dalam memahami praktik demokrasi asimetris di daerah 
otonomi khusus dan penguatan perlindungan hak-hak OAP dalam sistem politik lokal. 
 
LITERATURE REVIEW 
1. Konsep Peran dalam Pemerintahan 

Konsep peran dalam pemerintahan merujuk pada serangkaian tindakan, tugas, dan 
perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dalam 
sistem pemerintahan untuk mengatur, melayani, dan mengembangkan masyarakat. Peran 
menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu lembaga menjalankan fungsi dan 
kewenangannya secara efektif demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Soekanto (2009), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). 
Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran apabila melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Soekanto menegaskan bahwa 
kedudukan dan peran merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan 
menentukan ruang peran, sementara peran merefleksikan pelaksanaan kedudukan tersebut. 
Sejalan dengan pandangan ini, Merton (dalam Raho, 2007) mendefinisikan peran sebagai pola 
tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang atau institusi yang menduduki status 
tertentu. 

Pandangan serupa dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2012) yang menyatakan 
bahwa peran adalah pola perilaku individu yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu 
sistem sosial atau organisasi. Peran menunjukkan harapan normatif masyarakat terhadap 
perilaku pemegang status tersebut. Bambang Ismanto (2015) memperkuat konsep ini dengan 
menyebut peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan 
status sosialnya, baik dalam konteks formal maupun informal. Sementara itu, Bernard Raho 
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(1998) memandang peran sebagai elemen penting dalam struktur sosial, di mana berbagai 
peran saling melengkapi dan membentuk jaringan hubungan sosial yang terstruktur. 

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dalam 
pemerintahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual, karena 
berkaitan langsung dengan ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan 
kewenangan lembaga pemerintahan. 
2. Peran Majelis Rakyat Papua dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus 

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, MRP merupakan lembaga kultural yang 
memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). 
Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, MRP diberikan kewenangan untuk 
memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk 
proses pemilihan kepala daerah, penyusunan peraturan daerah khusus, serta pengawasan 
terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan OAP. 

Mengacu pada teori peran Soekanto dan Merton, kewenangan tersebut menempatkan 
MRP pada posisi yang memiliki ekspektasi sosial tinggi, khususnya sebagai representasi 
politik-kultural OAP. Dalam pelaksanaan Pilkada, MRP tidak hanya berperan sebagai lembaga 
pendukung demokrasi elektoral, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan kultural dan 
hak kesulungan OAP. Dengan demikian, peran MRP bersifat ganda, yaitu sebagai lembaga 
normatif yang menjalankan mandat undang-undang dan sebagai aktor sosial-politik yang 
merespons dinamika masyarakat adat. 
3. Struktur Organisasi dan Legitimasi Kelembagaan MRP 

Menurut Robbins dan Coulter (2007), struktur organisasi merupakan kerangka formal 
yang mengatur pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas dalam organisasi. Sunarto 
(2003) menambahkan bahwa struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dikelola 
secara formal agar tujuan organisasi tercapai. Dalam konteks MRP, struktur kelembagaan 
yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan mencerminkan pendekatan representasi 
kultural yang khas dan berbeda dari lembaga legislatif formal. 

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Etzioni (1982) yang menekankan bahwa 
legitimasi organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga oleh penerimaan 
sosial dan kesesuaian nilai organisasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, legitimasi 
MRP tidak semata-mata bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari pengakuan masyarakat 
adat terhadap perannya sebagai penjaga hak-hak OAP. 
4. Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Pelayanan Publik 

Dalam perspektif administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan harus 
berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Ridwan dan Sudrajat (2009) 
menekankan pentingnya standar pelayanan publik yang jelas, transparan, dan akuntabel 
sebagai jaminan kepastian bagi masyarakat. Sementara itu, Fernanda (2003) menegaskan 
bahwa etika penyelenggara negara menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan 
publik dan kepekaan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, peran MRP tidak terlepas dari upaya 
memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 
politik, benar-benar berpihak pada OAP. Hal ini menempatkan MRP sebagai aktor penting 
dalam pengawasan moral dan substantif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
5. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang MRP umumnya 
berfokus pada perlindungan hak-hak dasar OAP, kewenangan normatif MRP, serta relasi MRP 
dengan pemerintah daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik 
mengkaji peran MRP di provinsi daerah otonomi baru, khususnya dalam konteks 
penyelenggaraan pemilihan gubernur. 
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan fokus pada peran 
Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, baik dari 
perspektif normatif Otonomi Khusus maupun dari pengalaman empiris masyarakat OAP dan 
non-OAP. Selain itu, sebagai lembaga Otsus yang relatif baru, MRP Papua Barat Daya 
memberikan konteks unik untuk memahami praktik demokrasi asimetris di daerah pemekaran 
baru di Tanah Papua. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara 

mendalam peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-BD) dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan 
peneliti mengkaji fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Denzin dan Lincoln (1994) 
menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah untuk menjelaskan 
peristiwa sosial dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data. Sejalan dengan itu, 
David Williams (1996) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan 
data yang bersumber dari kondisi alamiah, sedangkan Creswell (2016) menjelaskan bahwa 
penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh 
individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan studi kasus, karena peneliti berupaya menelaah secara mendalam satu kasus 
spesifik, yakni pelaksanaan peran MRP-BD dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur di 
daerah otonomi khusus. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang berlokasi di 
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan 
bahwa MRP-BD merupakan lembaga utama yang menjalankan kewenangan Otonomi Khusus 
dalam konteks penelitian. Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada Agustus hingga 
September 2025, meliputi tahapan pengumpulan data, analisis data, serta verifikasi hasil 
penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu desain yang 
bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan secara sistematis fakta-fakta empiris 
terkait peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat 
Daya. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam 
pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji model implementasi peran MRP-BD melalui indikator 
responsivitas, kecepatan, ketepatan, kecermatan, serta ketepatan waktu dalam menjalankan 
kewenangan dan fungsi kelembagaannya. 

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan 
secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya pihak-pihak yang memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Suyanto, 2005). 
Informan penelitian meliputi Ketua atau Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Ketua 
atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat 
(LMA) Suku Maya, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan ini 
bertujuan memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan dapat dipercaya mengenai peran 
dan penyelenggaraan MRP-BD dalam pemilihan gubernur. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode, yaitu 
memadukan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari sumber yang 
sama sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi. Wawancara dilakukan secara 
langsung dan terbuka kepada para informan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan 
penilaian mereka mengenai pelaksanaan peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan 
pemilihan gubernur sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga periode 
pelaksanaan Pilgub 2024. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, 
proses kerja, serta praktik kelembagaan MRP-BD dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari 
dokumen resmi, arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta 
sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk 
melengkapi, memperkuat, dan mengonfirmasi data primer yang diperoleh di lapangan. 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, yang dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang terkumpul, kemudian menyusunnya ke dalam satuan-satuan data 
dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu. Tahap analisis meliputi reduksi 
data, yaitu merangkum dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau 
bagan untuk memudahkan pemahaman; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu 
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merumuskan kesimpulan sementara yang kemudian diuji kembali dengan data lapangan 
hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan konsisten. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi, baik 
triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Dengan membandingkan data yang diperoleh 
dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data, peneliti memastikan bahwa hasil 
penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil  

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder yang dihimpun melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada empat sumber utama: Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua 
Barat Daya, serta dua representasi lembaga adat di Kabupaten Raja Ampat yaitu kepala suku 
Maya (Moi pesisir dan kepulauan Raja Ampat) dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 
suku Batan Agi Waigeo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika Pilgub Papua Barat 
Daya 2024 tidak dapat dipisahkan dari mandat Otonomi Khusus Papua, terutama kewenangan 
MRP dalam Pasal 20 perubahan UU Otsus (UU No. 2 Tahun 2021), yang menegaskan peran 
MRP dalam memberikan pertimbangan/persetujuan terkait bakal calon gubernur-wakil 
gubernur serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang menyangkut hak-hak OAP. 

Profil lokasi dan rangkaian pengumpulan data. Pengumpulan data awal dilakukan di 
Kabupaten Raja Ampat (Kota Waisai) melalui wawancara dengan Ketua LMA suku Batan Agi 
Waigeo (Pendeta Samuel Marindal) dan kepala suku besar Maya (Matius Samagita). 
Wawancara berikutnya dilakukan di Kota Sorong dengan Ketua MRP Papua Barat Daya 
(Alfons Kambu) dan dilengkapi keterangan dari unsur KPU Papua Barat Daya (Paris Uria 
Pedai, Kabag Teknis Penyelenggara dan Hukum). Data sekunder berupa dokumen kebijakan, 
keputusan/rekap proses, rekomendasi pengawasan, serta dokumen terkait tahapan Pilgub 
digunakan untuk menguji konsistensi informasi lapangan. 
(1) Peran MRP-BD dalam penyelenggaraan Pilgub 2024 dipersepsikan kuat oleh aktor adat. 
Informan adat menilai MRP telah menjalankan mandat perlindungan hak politik OAP dengan 
menegaskan syarat OAP dalam pencalonan gubernur. Ketua LMA suku Batan Agi Waigeo 
menegaskan bahwa keputusan MRP yang menyatakan salah satu bakal pasangan calon tidak 
memenuhi kriteria OAP dipandang sebagai langkah yang “benar” karena berangkat dari 
prinsip garis keturunan patrilineal menurut adat. Kepala suku besar Maya juga menyatakan 
bahwa MRP telah bekerja maksimal karena hasil akhir Pilgub melahirkan gubernur OAP, 
sehingga peran representasi kultural dan perjuangan hak masyarakat adat dianggap berjalan. 
(2) KPU menempatkan rekomendasi MRP dalam posisi tidak “mengikat” secara operasional 
kepemiluan. Dari sisi penyelenggara, KPU Papua Barat Daya menyatakan bahwa MRP 
memang berperan melakukan verifikasi faktual dan menyampaikan rekomendasi terkait status 
OAP calon, namun rekomendasi tersebut dinilai tidak melahirkan konsekuensi hukum langsung 
bagi KPU apabila tidak ditindaklanjuti. KPU menjelaskan adanya risiko pelanggaran aturan 
kepemiluan jika pembatalan dilakukan tanpa dasar yang dianggap memenuhi ketentuan 
internal kepemiluan (PKPU dan regulasi teknis), sebab dapat dipandang sebagai pembatalan 
hak kontestan dan berimplikasi pada sanksi administrasi/etik maupun potensi konsekuensi 
hukum lain. Pada titik ini, KPU menggarisbawahi bahwa keputusan diambil melalui koordinasi 
dengan level KPU RI dan forum pemangku kepentingan, sehingga pasangan calon yang 
dipersoalkan tetap berproses hingga tahapan lanjut. 
(3) MRP memandang kewenangan formalnya mengalami “pelemahan” pascarevisi UU Otsus. 
Ketua MRP Papua Barat Daya menyatakan MRP adalah lembaga negara yang berakar pada 
pengakuan konstitusional atas adat dan kekhususan Papua, namun dalam praktik pascarevisi 
UU Otsus, posisi MRP lebih sering dipahami sebagai pemberi “rekomendasi, saran, dan 
pertimbangan,” bukan pengambil keputusan final. Ketua MRP menjelaskan ruang kerja MRP 
melalui tiga kelompok kerja (pokja): Agama, Perempuan, dan Adat. Pokja Agama berfokus 
pada pendataan dan pemetaan kebutuhan keagamaan; Pokja Perempuan mendorong 
kesetaraan gender, akses politik, dan validasi data untuk rekomendasi; Pokja Adat 
menginventarisasi isu sumber daya alam, investasi, hak komunal, dan dampak lingkungan, 
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termasuk memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan kemudian menyampaikan 
pertimbangan kepada pemerintah. 
(4) Isu legalitas OAP dan pelanggaran etik menjadi pusat konflik. Temuan lapangan 
mengonfirmasi bahwa konflik sosial-politik dalam Pilgub Papua Barat Daya 2024 terutama 
berkisar pada dua isu dominan: (a) status OAP/legitimasi genealogis calon tertentu yang 
dipersoalkan, dan (b) tudingan pelanggaran etik/administrasi yang dikaitkan dengan 
rekomendasi pengawasan. Informan adat (Maya dan Batan Agi Waigeo) menekankan aspek 
genealogis—bahwa pengakuan adat untuk kepemimpinan tingkat gubernur dipandang harus 
kuat pada garis keturunan (khususnya patrilineal) dan keterikatan marga/rumah adat. Ketua 
MRP juga menjelaskan pembacaan kategori OAP yang digunakan dalam verifikasi dan 
menggarisbawahi perbedaan antara aspek genealogis (keturunan/marga) dan aspek yang 
lebih “sosiologis” (pengakuan/adopsi/pembauran), yang dalam praktik sering menjadi ruang 
perdebatan. 
(5) Pilgub sebagai arena demokrasi asimetris dan uji relasi lembaga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pilgub 2024 di Papua Barat Daya menjadi arena uji relasi kelembagaan 
antara MRP (representasi kultural OAP) dan KPU (penyelenggara teknis pemilu). Pada sisi 
masyarakat adat, legitimasi lebih banyak bertumpu pada mandat Otsus dan norma adat; pada 
sisi penyelenggara, legitimasi bertumpu pada kepastian prosedural regulasi kepemiluan. 
Ketegangan kedua basis legitimasi ini menjadi latar yang menjelaskan pro-kontra, mobilisasi 
massa, serta sengketa yang mengiringi tahapan pemilihan. 
 

Pembahasan 
Mengacu pada teori peran (Merton; Soekanto), temuan penelitian memperlihatkan 

adanya jarak antara peran yang diharapkan (role expectation) dan peran yang dapat dijalankan 
secara efektif (role performance). Masyarakat adat dan sebagian publik menempatkan MRP 
sebagai “penjaga gerbang” hak politik OAP—khususnya untuk jabatan gubernur—sehingga 
ketika muncul calon yang dipersoalkan, MRP diharapkan bertindak tegas. Harapan ini 
konsisten dengan pernyataan informan adat yang menilai langkah MRP sebagai tindakan yang 
benar dan wajib. Namun pada level operasional pemilu, KPU menilai rekomendasi MRP tidak 
otomatis mengikat karena KPU terikat prosedur dan konsekuensi hukum menurut regulasi 
kepemiluan. Di titik ini, konflik bukan semata konflik kandidat, melainkan konflik rezim 
legitimasi: legitimasi kultural (Otsus/adat) dan legitimasi prosedural (aturan kepemiluan). 

Mandat perlindungan hak OAP menghadapi “batas implementasi”. Dalam kerangka 
Otsus, MRP diberi mandat untuk memastikan perlindungan hak OAP, termasuk pada arena 
rekrutmen politik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Pilgub PBD 
2024, mandat tersebut menghadapi persoalan implementasi: MRP dapat melakukan verifikasi, 
menyerap aspirasi, dan mengeluarkan rekomendasi, tetapi efektivitas rekomendasi bergantung 
pada penerimaan dan mekanisme tindak lanjut di lembaga teknis pemilu. Pernyataan Ketua 
MRP tentang “pelemahan” peran pascarevisi UU Otsus memperkuat argumen bahwa 
persoalan tidak berhenti pada tindakan MRP, melainkan juga pada desain hubungan 
kewenangan antar-lembaga. 

Hasil wawancara dengan kepala suku Maya dan Batan Agi Waigeo memperlihatkan 
bahwa definisi OAP dalam praktik lokal sangat kuat dikaitkan dengan genealogi dan hak waris 
adat, terutama garis patrilineal. Dalam konteks ini, jabatan gubernur dipahami sebagai simbol 
“harga diri marga” dan kepemimpinan pada wilayah adat, sehingga definisi OAP bukan 
sekadar administratif, melainkan identitas politik-kultural yang menentukan legitimasi. 
Perbedaan tafsir antara pembacaan genealogis ketat dan pembacaan yang lebih luas melalui 
pengakuan sosial/adat menciptakan ruang kontestasi yang mudah memicu mobilisasi massa 
dan polarisasi. 

Temuan dari KPU menunjukkan adanya pertimbangan kehati-hatian dalam mengambil 
keputusan yang berpotensi membatalkan hak kontestan. Di sisi lain, MRP dan aktor adat 
menekankan pentingnya keberpihakan pada mandat Otsus. Kondisi ini mengindikasikan 
perlunya harmonisasi prosedur yang lebih jelas: bagaimana rekomendasi MRP diposisikan 
dalam tahapan pencalonan, apa konsekuensi jika tidak ditindaklanjuti, dan bagaimana 
penyelesaian sengketa status OAP dilakukan agar tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan 
demikian, pembahasan penelitian ini menempatkan Pilgub PBD 2024 sebagai contoh nyata 
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bahwa demokrasi di daerah Otsus memiliki karakter asimetris, yaitu prosedur pemilu umum 
berjalan bersamaan dengan mekanisme afirmatif dan perlindungan khusus bagi OAP. 

Terkait pertanyaan “bagaimana peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan 
Pilgub,” penelitian menunjukkan MRP menjalankan fungsi perlindungan hak OAP melalui 
verifikasi status OAP, penyampaian rekomendasi, serta pengawalan aspirasi masyarakat adat 
dan laporan pengawasan. Peran ini dinilai “maksimal” oleh informan adat, namun dibatasi 
oleh efektivitas tindak lanjut di lembaga teknis pemilu. Kedua, terkait “apakah MRP telah 
menjalankan tugas berdasarkan UU Otsus,” hasil wawancara Ketua MRP dan dokumen yang 
dirujuk memperlihatkan bahwa MRP secara kelembagaan menjalankan fungsi pokja (Agama, 
Perempuan, Adat) dan melaksanakan kewenangan memberi 
pertimbangan/persetujuan/rekomendasi. Namun, pembahasan menegaskan bahwa persoalan 
utama bukan pada ada/tidaknya tindakan MRP, melainkan pada derajat kekuatan 
implementatif tindakan tersebut dalam sistem kepemiluan. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan mengarah pada tiga simpulan analitis: (a) 
MRP-BD memainkan peran simbolik-kultural yang sangat kuat dalam perlindungan hak OAP 
dan menjadi rujukan legitimasi masyarakat adat; (b) pada level teknis, KPU menempatkan 
rekomendasi MRP sebagai pertimbangan yang tidak otomatis mengikat sehingga 
memunculkan friksi kelembagaan; (c) konflik Pilgub 2024 memperlihatkan perlunya desain 
kebijakan yang memperjelas hubungan kewenangan Otsus dan tata kelola kepemiluan agar 
perlindungan hak OAP berjalan tanpa mengorbankan kepastian prosedural dan stabilitas 
sosial. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis 
Rakyat Papua Barat Daya (MRP-BD) telah menjalankan peran substantif sebagai lembaga 
representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
Papua Barat Daya Tahun 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui penyaluran aspirasi 
masyarakat adat, verifikasi dan penegasan status OAP calon kepala daerah, serta pemberian 
pertimbangan dan rekomendasi sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan implementatif 
kewenangan MRP-BD dalam praktik kepemiluan, khususnya karena rekomendasi MRP belum 
memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemilu. Kondisi ini 
memunculkan ketegangan antara legitimasi kultural berbasis Otsus dan legitimasi prosedural 
berbasis regulasi kepemiluan, sehingga memicu konflik sosial-politik selama tahapan Pilgub 
2024. Dengan demikian, demokrasi di Papua Barat Daya memperlihatkan karakter demokrasi 
asimetris, di mana perlindungan hak politik OAP berjalan berdampingan dengan sistem pemilu 
nasional, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara normatif dan operasional. 
 
Saran. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan dan 
harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan teknis 
kepemiluan agar kewenangan MRP, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan 
persetujuan calon kepala daerah, memiliki kejelasan konsekuensi hukum. Selain itu, koordinasi 
yang lebih sistematis dan transparan antara MRP, KPU, Bawaslu, serta lembaga adat perlu 
dibangun sejak tahap awal pencalonan untuk mencegah perbedaan tafsir dan eskalasi konflik 
di tengah masyarakat. MRP Papua Barat Daya juga disarankan memperkuat standar dan 
basis data verifikasi status OAP melalui kerja pokja adat, agama, dan perempuan agar 
pelaksanaan tugasnya lebih konsisten dan akuntabel.  
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